PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 — Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KE

KEPUTUSAN
PALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 156 /&12./ V | SK-SMP ! BPMPPT /2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

“AL-MUGHNI "

DESA LENGGAHSARI , KECAMATAN CABANGBUNGIN,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

Mengingat
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b

bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga,
Masyarakat dan Pemerintah.

bahwa untuk meningkatkan pa-ruslpam masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan _pendidikan, Yayasan Islam AL-
MUGHNI CABANGBUNGIN beraiamat di Kp. Bugis RT 021/007
Desa Lenggahsari.  Kecamatan ‘Cabangbungin Kabupaten
Bekasi telah rnengusahakan didirikannya Sekolah Menengah

rﬁhﬂama ( SMP ) AL-MUGHNI ;

d.

bahwa Yayasan Islam AL-MUGHNI CABANGBUNGIN telah
iemiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

b&hwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b
dan ¢ tersebut diatas dipandang perlu adanya lzin Operasional
Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) AL-MUGHNI, yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMPPT )
Kabupaten Bekasi.

Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

4. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

5. Keputusan Menteri Pendidikan Masional Rl No. 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Péndidikan Nasional RI No. 128a/U/2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

?. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
edoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat,

"'..'-"i putusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Orgl2007
sntang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintli di Propinsi Jawa Barat,

L

/" aturan Daerah Kabupaten Bekasi-Nomor 06 Tahun 2008 tentang
rusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

= 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekas| Nomor 07 tahun 2008 tentang
Pembentukan eraﬂisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

11 Peraturan Bupati Nemor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan ﬁm Tﬁ!‘pﬁdu Kabupaten Bekasi;

12. Peraturan Bupati Bekasl ﬂamer 32 tahun 2011 tentang Perubahan
kedua atas eraturan Bupati Bekasi No5 tahun 2010 tentang

Penyeleng ar | Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan
untuk Meﬁahgmr Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten
Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris ' NUR QOMSAH SUKARNO, S.H.

Tanggal .05 MARET 2014
Nomaor =07 - '
Tentang pendirian  Yayasan Islam AL-MUGHN!
CABANGBUNGIN
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah
Swasta.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA Memberikan izin kepada
Nama Yayasan - Yayasan Islam AL-MUGHNI
CABANGBUNGIN
Alamat - Kp. Bugis RT 021/007 Desa Lenggahsari
Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten
Bekasi
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Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah

Pertama
Nama : SMP AL-MUGHNI
Alamat : Kp. Bugis RT 021/007

Desa Lenggahsari, Kecamatan
Cabangbungin, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2014 [ 2015
KEDUA :  Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini

berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib
melakukan daftar. uiang ( r&gisiram ) setiap awal tahun

pelajaran.
KETIGA - Dalam rangka pembmaan pﬁn?aienggaraan pendidikan
Seimlhh e vagimana dimaksud pada

diktum pertama dﬁa&uk&n aiﬂhﬂéﬁtllan Kerja Perangkat
Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi
sesuai ﬂﬂngan kewa‘nangannya

KEEMPAT - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
caiaian Wﬁﬁﬁﬁ"l&“ﬂr&emudran hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Padatanggal @ () 5 ¥AY 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELA‘YANAN PERIZINAN TERPADU

H. EDI SUPRIADI, M.Si
Pemigina Tingkat 1
i 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

1.Bupati Bekasi;

2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi:
3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

‘ izin Operasional Sekalah - BPMPPT Kab. Bekasi



